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TUJUAN KAGIATANI

1. SUPERVISI IMPLEMENTASI SURAT PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR DIDAERAH



Penyelenggaraan Inkubasi Usaha

Diatur pada
BAB VII Pasal 132-138

2. SOSIALISASI REGULASI KEWAJIBAN PRNDIRIAN DAN 

PENGEMBAGAN LEMBAGA INKUBATOR OLEH PEMERINDAH DAERAH



02 – Pembinaan dan 

Pengembangan Lembaga 

Inkubator
Sesuai PP 7 / 2021 (Pasal 135 Ayat 2 Huruf b) 

Pemerintah Pusat melakukan pendataan, 

pembinaan, dan pengembangan, 

penyelenggaraan Inkubasi secara nasional

03 - Pemeringkatan 

Lembaga Inkubator
Berdasarkan Amanat PP 7 2021 Pasal 134 

Ayat 4 Kementerian menyelenggarakan 

kurasi dan mengumumkan kepada 

masyarakat mengenai pemeringkatan 

Lembaga Inkubator

01 - Pendirian Lembaga 

Inkubator
Terpenuhinya Amanat PP 7 / 2021 Pasal 135 

Ayat 5 Huruf c bahwa pembentukan dan 

pengembangan lembaga inkubator paling 

sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh 

Pemerintah Daerah provinsi dan 1 (satu) 

lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah 

kabupaten/ kota

04 – Fasilitasi Inkubasi
Sesuai PP 7 / 2021 (Pasal 136) Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan

fasilitasi inkubasi melalui penanggungan

biaya inkubasi paling lama 12 bulan

AMANAT PP 7/2021 UNTUK KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 

DALAM PENYELENGGARAAN INKUBASI USAHA



KEMENTERIAN KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM INKUBASI TERPADU
PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Pusat

• Menteri menetapkan penerapan 
norma, SOP dan kriteria inkubasi

• Pendataan, Pembinaan, 
Pengembanganpenyelenggaraan 
inkubasi nasional

• Penyediaan sistem
• Pemantauan dan evaluasi

Pemerintah daerah

• Penerapan norma, SOP, kriteria yang telah ditetapkan 
pusat sesuai kewenangan wilayah

• Pendataan dan Pembinaan incubator
• Pembentukan dan pengembangan minimal 1 

incubator oleh provinsi dan 1 oleh kab/kota
• Fasilitasi inkubasi (min. 50 orang di provinsi, min. 20 

orang di kab/kota)
• Pelaporan min 1 kali setahun

Pengembangan 

Inkubasi Terpadu

Fasilitasi Inkubasi (Pasal 136)

• Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan fasilitasi inkubasi hingga paling lama 12 bulan
• Fasilitasi diberikan kepada wirausaha yang berbasis teknologi/berwawasan lingkungan, berorientasi ekspor, 

innovative berbasis industry kreatif



Regulasi Penyelenggaraan Inkubasi Usaha saat ini semakin diperkuat dengan di 

masukannya kedalam UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Klaster KUMKM BAB V

Pasal 99, 100, 101.

(Menjadi UU Pertama yang memuat mengenai Penyelenggaraan Inkubasi di Indonesia)





LEMBAGA INKUBATOR
MENJADI PELAKSANA PROGRAM (IMPLEMENTING AGENCY) 

Pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Diagram Model Pengembangan Kewirausahaan Nasional

 Dalam Lampiran I Perpres 2/2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional



ANALOGI LEMBAGA INKUBATOR (1)
Lembaga Inkubator Ibarat Inkubator Bayi



ANALOGI LEMBAGA INKUBATOR (2)
Lembaga Inkubator Ibarat Induk Ayam yang Mengerami Telur 



Skema Inkubasi (PP 7/2021 Pasal 132 Ayat 1-6)

Pra-Inkubasi 

Penawaran Program Inkubasi, 

Seleksi calon Tenant, 

Penetapan Tenant; dan 

Kontrak tertulis dengan tenant

Inkubasi
Perumusah ide, pelatihan, 

bimbingan dan konsultasi, 

business matching

Pasca Inkubasi

Jejaring, Partisipasi kepemilikan, 

monev, akses pembiayaan, 

formalisasi usaha

3 Tahapan Penyelenggaraan Inkubasi

Penyelenggaraan Inkubasi

Kegiatan LEMBAGA INKUBATOR:

•Pembinaan, pelatihan, dari 

pendampingan kepada calon pelaku

usaha;

•Pengembangan pelaku usaha

pemula yang inovatif dan produktif.

• Pemerintah Pusat

• Pemerintah Daerah
• Lembaga Pendidikan

• Badan hukum/ Non 

Badan hukum

• Masyarakat

• Menciptakan Usaha  Baru

• Menguatkan dan 

mengembangkan  

UMKM

• Mengoptimalkan SDM

dan IPTEK.

1 Tujuan Inkubasi 2

Dilakukan Oleh  

LEMBAGA 

INKUBATOR

Paling lama 

3 Tahun

Layanan yang diberikan 

LEMBAGA INKUBATOR

Pada Aspek:

Produksi, Pemasaran, 

Sumber daya manusia dan 

Manajemen, Pembiayaan, 

dan/atau Teknologi dan 

Desain

Inkubasi adalah suatu PROSES PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, dan PENGEMBANGAN yang

diberikan oleh Lembaga Inkubator kepada peserta inkubasi (tenant). (PP 7/2021, pasal 1 ayat 1)

Ketentuan Penyelenggaraan Inkubasi Oleh LEMBAGA INKUBATOR

Terdaftar dalam sistem 

pendaftaran, informasi, dan 

evaluasi Inkubasi pada

Kementerian (SIPENSI)

Berpedoman kepada 

NSPK penyelenggaraan 

Inkubasi

Melaporkan Kegiatannya

2 x setahun (Bulan Juni 

dan Desember)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

memberikan fasilitasi Inkubasi melalui 

penanggungan biaya Inkubasi paling lama

12 BULAN

Peran Pemerintah

Target TENANT Binaan

Usaha berbasis teknologi/ 

berwawasan lingkungan, 

berorientasi ekspor, inovatif

berbasis industri kreatif

PP Nomor 7 Tahun 2021 BAB VII Pasal 132-138 Tentang Penyelenggaraan Inkubasi Usaha 

Merupakan Aturan Turunan dari UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja



1. Memiliki Tanda Daftar
Diperoleh dengan pendaftaran melalui
sistem pendaftaran, informasi, dan
evaluasi Inkubasi.
https://sipensi.kemenkopukm.go.id
/

Dalam pendaftaran, penyelenggara 
Inkubasi harus mengisi data: 
1. Profil Lembaga Inkubator, 
2. Sarana dan Prasarana, 
3. Spesialisasi Bidang Usaha Inkubasi, 
4. Model Inkubasi, Dan 
5. Rencana Strategis; 

TAHAPAN PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR

2. Sumber....

Untuk 
Mendaftarkan 

Lembaga Inkubator: 
KLIK REGISTER

3. PENDAMPINGAN PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR 

OLEH PEMERINDAH DAERAH dan Tata Cara

Regristasi SIPENSI (Sistem Pendaftaran 

Monitoring dan Evaluasi Inkubasi)

https://sipensi.kemenkopukm.go.id/
https://sipensi.kemenkopukm.go.id/


2. Lembaga Inkubator harus
memiliki sumber daya manusia
yang professional, paling
sedikit terdiri atas:

• Ketua tau Jabatan yang setara;
• Manajer; dan
• Tim Manajemen

Contoh Struktur Organisasi
Salah Satu Lembaga Inkubator

Struktur Organisasi Lembaga Inkubator 
Dalam Permenkop NSPK Inkubator:

Ketua
Manajer
Bidang Program 
Bidang Pendanaan
Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja 

Sama
Bidang Komersialisasi Produk
Pendamping Tenant



3. Memiliki Sarana dan prasarana
yang memadai, meliputi: 

a. Ruang usaha Tenant; 

b. Ruang rapat bersama; 

c. Ruang pelatihan;

d. Ruang komunikasi dan interaksi
virtual

• Dan perlu didukung dengan sarana
yang memadai berupa: 

a. Peralatan informasi dan
komunikasi; dan

b. Peralatan kantor.

Contoh Sarana dan prasarana Salah Satu Lembaga Inkubator

UNTUK TENANT 
INWALL

UNTUK TENANT   OUTWALL DILAKUKAN DI LAKUKAN LANGSUNG DI LOKASI TENANT BERADA

4. Kurikulum...



Profil Lembaga 
Inkubator di 

SIPENSI

Belum Mengajukan 
Pemeringkatan

Kelengkapan 
Dokumen Lembaga 

Inkubator yang harus 
di Upload

Kelengkapan Data dan 
profil tenant Binaan 
Lembaga Inkubator 

yang harus di Upload
(spt: logo, foto dan 

deskripsi tenat)



Untuk Melihat Data 
Dan Profil Lembaga 

Inkubator Di Indonesia 
Yang Sudah Mendaftar 

Di SIPENSI

Contoh nama dan 
belum Upload Logo 
Lembaga Inkubator

Contoh nama dan 
Sudah Upload  Logo 
Lembaga Inkubator



Tanda Daftar Lembaga Inkubator
Diperoleh setelah melakukan Pendaftaran 
dan Melengkapi Dokumen Lembaga 
Inkubator melalui 
https://sipensi.kemenkopukm.go.id/

Setelah Mendapatkan Sertifikat 
Tanda Daftar, WAJIB MELAPORKAN  
Kegiatannya  2 Kali setahun pada 
Bulan Juni dan Desember melalui 
SIPENSI, yang memuat:
1. Proses Inkubasi, 
2. Capaian Tenant, Dan 
3. Kelembagaan Inkubator

https://sipensi.kemenkopukm.go.id/


PROFIL LEMBAGA LEMBAGA INKUBATOR YANG TERDAFTAR
DAPAT DILIHAT di: https://sipensi.kemenkopukm.go.id

2. BALI ENTREPRENEUR COLLABORATOR
    Dinas Koperasi UKM Provinsi 
    Bali
https://sipensi.kemenkopukm.go.id/inkubators/234

3. INKUBATOR BISNIS TUKA-TUKU PURBALINGGA

     Dinas Dinas Koperasi UKM Kabupaten
   Purbalingga

https://sipensi.kemenkopukm.go.id/inkubators/62

1. HETERO INKUBATOR JAWA TENGAH 

     Dinas Dinas Koperasi UKM Provinsi
   Jawa Tengah 

https://sipensi.kemenkopukm.go.id/inkubators/158

https://sipensi.kemenkopukm.go.id/
https://sipensi.kemenkopukm.go.id/inkubators/234
https://sipensi.kemenkopukm.go.id/inkubators/62
https://sipensi.kemenkopukm.go.id/inkubators/158


4. Kurikulum Inkubasi yang diajarkan Oleh 
Lebaga Inkubator, antara lain:

a. Legalitas dan perizinan; 
b. Analisis pasar; 
c. Pengelolaan sumber daya manusia; 
d. Pencatatan keuangan; 
e. Persiapan pertemuan mitra usaha 

(Bussines Matching); dan 
f. Pendampingan.

5. Lebaga Inkubator Harus Memiliki  Sumber 
Pendanaan yang Berkelanjutan:

 
merupakan dana yang berasal dari dan/atau 
dimiliki oleh Lembaga Inkubator secara 
berkesinambungan untuk melakukan 
penyelenggaraan Inkubasi. 

Tahapan 

penyelenggaraan 

Inkubasi :
• PRA INKUBASI; 
• INKUBASI; DAN 
• PASCA INKUBASI.



1. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA INKUBATOR

DUKUNGAN PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA INKUBATOR 

TAHAP I Telah dilaksanakan Di TANGERANG PROVINSI BANTEN 13-15 Juli 2023



TAHAP II Telah dilaksanakan Di Yogyakarta 29-31 Agustus 2023



MATERI KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA INKUBATOR
No. Materi Keterangan

1 Penyusunan Business Plan Profil Lembaga, Visi Misi, Tujuan Stratejik, pasar, Model Inkubator Bisnis, Legalitas, 

Struktur Organisasi

2 Tata Cara Seleksi Tenant yang efektif Materi sosialisasi, desk evaluation, wawancara dan kontrak tenant.

3 Perencanaan Penyelenggaraan Bootcamp dan 

Coaching

Bootcamp: Menentukan tujuan dan sasaran bootcamp, membuat rencana 

kegiatan dan menentukan materi bootcamp yang efektif bagi tenant.

Coaching: Konsep, peran dan tanggung jawab coach, peredaan coaching dan 

mentoring, merencanakan kompetensi coaching, proses coaching dan evaluasi.

4 Perencanaan Penyelenggaraan Demo day dan 

Penyusunan Rencana Seleksi Tenant, Bootcamp, 

Coaching dan Demoday

Menentukan tujuan, mengidentifikasi mitra, menyiapkan kelengkapan 

pelaksanaan demo day, teknis pelaksanaan dan evaluasi serta follow up mitra.

4 SOP Seleksi Tenant Materi Penyusunan SOP Seleksi tenant

5 SWOT dan Action Plan Lembaga Inkubator Menganalisis SWOT dan rencana kegiatan Lembaga Inkubator

6 Latihan Penyusunan Business Plan, Penyusunan 

Rencana Seleksi Tenant, Bootcamp, Coaching dan 

Demoday

Menyusun Business Plan seperti materi diatas(seluruh peserta)

7 Presentasi Penyusunan Rencana Seleksi Tenant, 

Bootcamp, Coaching dan Demoday

Presentasi dilakukan 5 kelompok @ per kelompok 15 menit)



23

Ditargetkan minimal 15 Startup dari tiap 
Lembaga Inkubator terpilih15

Startup

VIII



LEGALITAS

1 Legalitas Inkubator bukan badan usaha/not for profit

2 Legal status inkubator dan sarana prasarana inkubator memenuhi NSPK 
Inkubator Sesuai Permenkop No 24 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 
Inkubator Wirausaha.

3 Inkubator telah melakukan proses inkubasi untuk usaha berkarakter startup
(berbasis teknologi atau menggunakan teknologi untuk pengembangan
usaha) minimum 2 tahun

4 Prioritas diberikan kepada Inkubator yang telah memiliki manajer penuh 
waktu

5 Inkubator memiliki bidang fokus yang spesifik.

6 Inkubator memiliki SOP terkait penyelenggaraan inkubasi 

(contoh : SOP penerimaan/seleksi calon tenant, SOP kelulusan tenan, SOP 
Pemantauan tenant pasca inkubasi, dan lain-lain)

7 Inkubator memiliki sumber pendanaan yang sah dan kepastian sumber dana 
penyelenggara inkubator yang berkesinambungan.

8 Inkubator memiliki mitra atau jaringan untuk mendukung pengembangan
usaha tenant startup

9 Kriteria Startup Calon Tenant:

a. Memiliki karakter startup yaitu berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, 
memanfaatkan teknologi sebagai enabler, usaha dirancang untuk berkembang 
cepat dan efisien.

b. Memiliki usaha berbasis teknologi dan atau berwawasan lingkungan, 
berorientasi ekspor, dan atau inovatif berbasis industri kreatif (utk startup non 
digital). 

SARPRAS

INKUBASI

MANAGER
FULLTIME

SOP

KRITERIA
STARTUP

BIDANG 
FOKUS

SUMBER
DANA

LEMBAGA 
INKUBATOR 

DAN STARTUP 
CALON TENANT

MITRA
JEJARING

KRITERIA LEMBAGA DAN STARTUP



• Berdasarkan Amanat PP 7 2021 Pasal 134 Ayat 4, Kemenkop UKM melaksanakan
Pemeringkatan Lembaga Inkubator. Tujuannya untuk menciptakan lembaga inkubator yang
berkualitas dan profesional.

• Pemeringkatan lembaga inkubator dilaksakana paling sedikit setiap 3 Tahun sekali.
dilaksanakan kepada lembaga inkubator yang sudah mendapatkan tanda daftar pendirian
inkubator pada SIPENSI.

• Indikator pemeringkatan lembaga inkubator, yaitu:
1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Business Model Inkubator
2) Gedung dan Sarpras Inkubator
3) Pengelolaan Inkubator
4) Pelayanan Inkubasi
5) Kinerja dan Luaran Inkubator
6) Pelaporan inkubator

• Pemeringkat lembaga inkubator yang akan diberikan: Tingkat A, B, C, dan tidak dapat
diperingkat

PEMERINGKATAN LEMBAGA INKUBATOR 2023

Tahapan…..



1. Program Inkubator Wirausaha 

Mitra LPDB-KUMKM

2. Program Entrepreneur Financial

Fiesta (EFF) 

DUKUNGAN PROGRAM LAINNYA DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA 

INKUBATOR DI KEMENKOP UKM



3. PROGRAM PAHLAWAN DIGITAL dan

INKUBATOR AWARD

https://www.instagram.com/pahlawandigitalumkm/



DUKUNGAN PENGEMBANGAN INKUBASI 
MELALUI DAK NON FISIK PK2UMK

Pedoman Sekretaris Kementerian KUKM 
Nomor 1 Tahun 2023      

Tentang Pelaksanaan Program Peningkatan 
Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 

Anggaran 2023
a. Pelatihan; 
b. Pendampingan; 
c. Layanan Bantuan dan Pendampingan 

Hukum (LBPH); dan 

d. INKUBASI WIRAUSAHA

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 
Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan 
Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil

TAHUN 2024 Provinsi Sumatera Barat Menjadi Salah satu Provinsi Yang Mendapatkan 
Dana DAK NON FISIK PK2UMK INKUBASI WIRAUSAHA



(Pasal 23)

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan Nasional di daerah yang berasal dari APBN dialokasikan Pemerintah

pusat melalui DAK fisik dan DAK nonfisik yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional

paling sedikit berupa:

A. Peningkatan Kapasitas Wirausaha Melalui Inkubasi;

B. Peningkatan Kualitas Pendamping;

C. Perluasan Akses Pasar;
D. Pembangunan Dan/Atau Perbaikan Sarana Dan Prasarana Penunjang; Dan

E. Penyelenggaraan Pendataan Wirausaha.

AMANAT PERPRES PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

MENGENAI PERAN LEMBAGA INKUBATOR



AMANAT PERPRES 2/2022 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

MENGENAI PERAN LEMBAGA INKUBATOR

Sasaran: Penciptaan Wirausaha Pemula
Tujuan:
1. meningkatkan kualitas ide sehingga lolos uji pasar;
2. meningkatkan jumlah usaha yang terdaftar dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
3. menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Calon Wirausaha.

Cakupan Program:

1. Fasilitasi ide usaha melalui proses inkubasi dimana termasuk di dalamnya kegiatan antara lain pelatihan, pendidikan, bimbingan
teknis, lokakarya, pendampingan, akses pembiayaan, fasilitasi pemanfaatan hasil ilmu pengetauan dan teknologi, sertifikasi,
akses perizinan, dan sebagainya;

2. Pemberian bantuan dimana termasuk di dalamnya kegiatan antara lain pemberian hibah, Insentif, mesin peralatan, sarana
usaha, dan sebagainya.

Pelaksana Program:

Pemerintah, lembaga pendidikan (misal: sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga kursus), lembaga inkubator dan lembaga mitra
lainnya yang berfokus pada fasilitasi ide usaha dan penciptaan Wirausaha Pemula.

KELOMPOK SASARAN CALON WIRAUSAHA 



AMANAT PERPRES 2/2022 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

MENGENAI PERAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS 

Sasaran: Penciptaan Wirausaha Mapan
Tujuan:
1. mendorong Wirausaha Pemula untuk mencapai skala usaha yang ekonomis;
2. memampukan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok Wirausaha Mapan;
3. memampukan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok belanja pemerintah dan BUMN/BUMD; dan
4. menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Pemula.

Cakupan Program:

1. peningkatan skala usaha melalui proses inkubasi dan/atau pasca inkubasi/akselerasi melalui kegiatan antara
lain,pembinaan, pelatihan, pendampingan, pendidikan, bimbingan teknis, lokakarya, pendampingan, akses pembiayaan, akses
pemasaran, sertifikasi, dan sebagainya;

2. pemberian bantuan berupa hibah, insentif, sarana prasarana, dan sebagainya; dan
3. kompetisi dan pameran atau festival Kewirausahaan.

Pelaksana Program:

Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga inkubator dan mitra lainnya, termasuk akselerator bisnis, yang berfokus pada
penguatan usaha dan penciptaan Wirausaha Mapan.

KELOMPOK SASARAN WIRAUSAHA PEMULA



AMANAT PERPRES 2/2022 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

MENGENAI PERAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS 

Sasaran: Peningkatan skala usaha dan penciptaan mentor usaha
Tujuan:
1. memampukan Wirausaha Mapan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka ekspor dan/ atau substitusi impor;
2. membantu Wirausaha Mapan menjadi pemasok belanja pemerintah/ BUMN/ BUMD;
3. memampukan Wirausaha Mapan untuk menghasilkan produk usahanya sebagai substitusi impor; dan
4. menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Mapan.

Cakupan Program:
1. peningkatan kapasitas usaha bagi para Wirausaha Mapan;
2. perluasan akses pasar ekspor;
3. pelatihan Wirausaha Mapan untuk menjadi mentor usaha;
4. standardisasi dan sertifikasi nasional dan/atau internasional;
5. pelatihan dan pendampingan untuk menjadi pemasok bagi lembaga pemerintah/BUMN/BUMD; dan
6. investormatch-making.

Pelaksana Program:

Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga inkubator dan mitra lainnya, termasuk akselerator bisnis yang berfokus pada
peningkatan skala usaha.

KELOMPOK SASARAN WIRAUSAHA MAPAN



TERIMAKASIH

ASDEP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INKUBASI USAHA

Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav. 3-4, RT.6/RW.7,
Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota
 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil                                                                                                              
dan Menengah Republik Indonesia



Curriculum Vitae

juherman85@gmail.com

0813 3493 4511

Juherman, S.Si, M.AP

Bima, 8 Maret 1985

Perumahan Kunciran Mas 
Permai Blok K15 No 16,
Kota Tangerang 

Riwayat Pendidikan
1991 – 2003 : SD, SMP, SMA di Bima, NTB

2003 – 2008 : S1, Uiversitas Gajayana Malang JATIM, Statistika Terapan

2015 – 2017 : S2, STIA LAN Jakarta, Manajemen Pembangunan Daerah

Pengalaman Kerja

2009 : PT Nusantara Surya Sakti, Jakarta

2010 – Sekarang: PNS Kemenkop UKM RI

Riwayat Kerja di Kemenkop UKM  

2010 – 2014 : Staf pada Deputi Bidang Pengkajian KUMKM

2014 – 2020 : Kasubbid Penelitian dan Pengkajian Koperasi pada Deputi Bidang SDM

2020 – Sekarang : JF Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Kewirausahaan

NIP : 19850308 200912 1 002

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
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